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ABSTRAK  

  

Latar Belakang: Program dokter internsip di Indonesia merupakan program pemahiran, 

pemandirian, dan penempatan wajib sementara bagi dokter yang telah menyelesaikan 

pendidikan profesi serta mengangkat sumpah dokter sebelum menjalankan praktik secara lebih 

mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025, internsip ditempatkan 

dalam kerangka pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, bukan sebagai pendidikan klinis 

mahasiswa. Namun, kematian beberapa dokter internsip dalam beberapa waktu terakhir 

menimbulkan perhatian serius terhadap keselamatan kerja, supervisi, perlindungan hukum, dan 

tata kelola program internsip nasional. Tujuan: Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum 

dan keselamatan kerja dokter internsip dalam program internsip nasional berdasarkan perspektif 

hukum kesehatan Indonesia. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-

empiris melalui analisis peraturan perundang-undangan, kajian kebijakan, dan penelaahan fakta 

empiris dari laporan organisasi profesi, diskusi publik, serta kebijakan pemerintah terkait 

internsip dokter. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma 

regulasi dan implementasi, terutama terkait pembatasan jam kerja, supervisi klinis, monitoring 

wahana internsip, pelaporan risiko, dan perlindungan keselamatan kerja. Kesimpulan: 

Reformasi tata kelola internsip diperlukan melalui penguatan regulasi, standar beban kerja 

manusiawi, supervisi efektif, perlindungan hukum jelas, dan monitoring nasional akuntabel. 

  

Kata Kunci: Dokter Internsip, Keselamatan Kerja, Perlindungan Hukum, Hukum Kesehatan, 

Kelelahan Kerja. 

  

  

ABSTRACT  

  

Background: The medical internship program in Indonesia is a mandatory, temporary 

placement designed to foster professional proficiency and independence in doctors who have 

completed their professional education and taken the physician's oath, prior to engaging in 

independent practice. Under Law Number 17 of 2023, Government Regulation Number 28 of 

2024, and Minister of Health Regulation Number 13 of 2025, the internship is positioned within 

the framework of health human resource management rather than as clinical education for 

students. However, the recent deaths of several intern doctors have raised serious concerns 

regarding occupational safety, supervision, legal protection, and the governance of the national 

internship program. Objective: This study analyzes the legal protection and occupational safety 

of intern doctors within the national internship program from the perspective of Indonesian 

health law. Methods: The study employs a normative-empirical legal approach, analyzing 
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legislation, policy reviews, and empirical facts derived from professional organization reports, 

public discussions, and government policies concerning the medical internship. Results: The 

findings reveal a gap between regulatory norms and actual implementation, particularly 

regarding working hour limitations, clinical supervision, monitoring of internship sites, risk 

reporting, and occupational safety protections. Conclusion: Internship governance reform is 

required through the strengthening of regulations, the establishment of humane workload 

standards, effective supervision, clear legal protection, and accountable national monitoring. 

 

Keywords: Intern Doctors, Occupational Safety, Legal Protection, Health Law, Work Fatigue. 

  

PENDAHULUAN 

Program Internsip Dokter Indonesia merupakan bagian penting dalam tata kelola 

profesi kedokteran nasional(1). Program ini ditujukan bagi dokter yang telah menyelesaikan 

pendidikan profesi dan mengangkat sumpah dokter, untuk menjalani proses pemahiran, 

pemandirian, dan penyesuaian dengan praktik pelayanan kesehatan nyata di fasilitas 

pelayanan kesehatan(2,3). Dengan demikian, internsip tidak tepat dipahami sebagai 

pendidikan klinis mahasiswa, melainkan sebagai fase transisi menuju praktik kedokteran 

yang lebih mandiri, profesional, dan bertanggung jawab(4,5). 

Secara regulatif, pengaturan internsip dokter mengalami perkembangan. Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter 

dan Dokter Gigi sebelumnya menjadi dasar pelaksanaan program ini, tetapi saat ini telah 

dicabut dan digantikan dalam kerangka yang lebih luas melalui Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga medis yang telah 

mengangkat sumpah profesi juga diwajibkan mengikuti program internsip sebagai bentuk 

penempatan wajib sementara sebelum menjalankan praktik secara lebih mandiri(6). 

Meskipun telah berstatus sebagai dokter, peserta internsip tetap membutuhkan sistem 

pendampingan, supervisi, pembinaan, dan perlindungan yang jelas(7,8). Hal ini penting 

karena dokter internsip menjalankan pelayanan langsung kepada pasien, sehingga tetap 

menghadapi risiko klinis, etik, administratif, dan hukum(9,10). Oleh karena itu, pelaksanaan 

internsip tidak boleh hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan tenaga di fasilitas 

pelayanan kesehatan, tetapi harus tetap ditempatkan sebagai program pemahiran profesi yang 

aman, manusiawi, dan terukur(5,11). 

Dalam beberapa waktu terakhir, pelaksanaan program internsip dokter menjadi 

perhatian publik setelah muncul kasus kematian dokter internsip yang diduga berkaitan 
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dengan kelelahan kerja. Persoalan ini membuka kembali pertanyaan mendasar mengenai 

beban kerja, jam kerja, efektivitas supervisi, keselamatan kerja, serta tanggung jawab 

pemerintah dan wahana internsip dalam melindungi peserta(1,5,11). Dalam praktik di 

lapangan, masih ditemukan kekhawatiran bahwa dokter internsip dapat dibebani fungsi 

pelayanan yang terlalu berat, bahkan berisiko diposisikan sebagai pengganti dokter organik, 

bukan sebagai dokter peserta program pemahiran yang seharusnya bekerja dalam 

pengawasan(9,12). 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan 

pelaksanaan program internsip di lapangan(13–15). Secara aturan, dokter internsip berhak 

memperoleh pendampingan, perlindungan hukum, keselamatan kerja, dan 

pembinaan(2,4,16). Namun dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum selalu berjalan 

secara merata dan efektif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk 

menganalisis perlindungan hukum dan keselamatan kerja dokter internsip dalam perspektif 

hukum kesehatan Indonesia, khususnya terkait tanggung jawab pemerintah, penyelenggara 

program, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam mewujudkan sistem internsip yang aman, 

adil, dan bermartabat(2,12,17,18). 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan jaminan negara agar setiap subjek hukum memperoleh 

kepastian, keadilan, dan perlindungan atas hak-haknya(12,19). Menurut Philipus M. Hadjon, 

perlindungan hukum mencakup perlindungan preventif dan represif(20,21). Perlindungan 

preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui regulasi, standar kerja, 

pengawasan, dan supervisi(20,22). Perlindungan represif diberikan setelah terjadi kerugian 

atau sengketa, misalnya melalui pengaduan, bantuan hukum, dan mekanisme penyelesaian 

masalah(20,23,24). 

Dalam konteks dokter internsip, perlindungan hukum harus dimulai sejak pelaksanaan 

program, bukan hanya ketika terjadi sengketa medis. Perlindungan tersebut mencakup 

kejelasan status, batas kewenangan, supervisi, keselamatan kerja, dan mekanisme pelaporan 

risiko(25–27). Hal ini penting karena dokter internsip telah berstatus sebagai dokter, tetapi 

masih berada dalam program pemahiran dan pemandirian yang membutuhkan 

pembinaan(7,28). 
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2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tenaga Kesehatan 

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian penting dalam pelayanan 

kesehatan(29). Tenaga medis bekerja dalam lingkungan berisiko tinggi, baik secara fisik, 

psikologis, biologis, administratif, maupun hukum(22). Beban kerja berlebihan, jam kerja 

panjang, kurangnya istirahat, dan supervisi yang lemah dapat meningkatkan kelelahan serta 

menurunkan kualitas pengambilan keputusan klinis(30–32). 

Bagi dokter internsip, aspek keselamatan kerja menjadi semakin penting karena mereka 

memberikan pelayanan langsung kepada pasien(33,34). Permenkes No. 13 Tahun 2025 

menempatkan pengelolaan SDM kesehatan dalam kerangka pendayagunaan, peningkatan 

mutu, dan pemenuhan kesejahteraan(2). Oleh karena itu, program internsip tidak boleh 

dipahami hanya sebagai penempatan tenaga, tetapi sebagai proses pemahiran dokter yang harus 

berlangsung aman, manusiawi, dan terukur(2,11,35). 

3. Teori Tanggung Jawab Pemerintah 

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik 

berjalan aman, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan(36,37). Dalam program internsip, 

tanggung jawab tersebut meliputi pembentukan regulasi, pengawasan wahana, evaluasi 

pelaksanaan, serta perlindungan terhadap dokter internsip sebagai peserta program 

nasional(38,39). 

Apabila terjadi kelemahan pengawasan, pembiaran beban kerja berlebihan, atau tidak 

efektifnya supervisi, maka persoalan tersebut dapat dikaji sebagai bentuk kegagalan tata kelola 

kebijakan publik(40–42). Dalam hukum administrasi negara, keadaan ini berkaitan dengan 

konsep tanggung jawab pemerintah dan dapat dianalisis melalui prinsip onrechtmatige 

overheidsdaad atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa(37). 

4. Dokter Internsip dalam Pelayanan Kesehatan 

Dokter internsip adalah dokter yang telah menyelesaikan pendidikan profesi, mengangkat 

sumpah dokter, dan mengikuti program penempatan wajib sementara di fasilitas pelayanan 

kesehatan(2). Oleh karena itu, internsip lebih tepat dipahami sebagai proses pemahiran, 

pemandirian, dan pendayagunaan tenaga medis sebelum dokter menjalankan praktik 

kedokteran secara lebih mandiri(7). 

Meskipun telah berstatus sebagai dokter, peserta internsip tetap memerlukan 

pendampingan, supervisi, pembinaan, dan evaluasi(8). Mereka tidak boleh diposisikan sebagai 
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pengganti dokter organik atau tenaga tetap di fasilitas pelayanan kesehatan. Kebijakan 

pemerintah yang menegaskan pembatasan jam kerja, penguatan supervisi, dan larangan dokter 

internsip menggantikan dokter organik menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan 

keselamatan kerja harus menjadi bagian penting dalam reformasi tata kelola internsip dokter 

di Indonesia(8,43). 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif 

dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program 

internsip dokter, pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, perlindungan hukum tenaga 

medis, serta keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelayanan kesehatan(44). Pendekatan 

empiris dilakukan melalui penelaahan fakta hukum yang muncul dalam pelaksanaan program 

internsip dokter di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan beban kerja, supervisi, 

keselamatan kerja, perlindungan peserta, dan tanggung jawab wahana internsip(45,46). 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan 

Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi digunakan secara terbatas sebagai bahan hukum 

historis untuk melihat perubahan pengaturan internsip sebelum diberlakukannya regulasi 

terbaru. 

Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku hukum kesehatan, laporan organisasi 

profesi, dokumen kebijakan pemerintah, pemberitaan media yang relevan, serta hasil diskusi 

publik terkait pelaksanaan internsip dokter. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif 

dengan metode interpretasi hukum dan analisis tematik. Interpretasi hukum digunakan untuk 

memahami kedudukan hukum dokter internsip, hak perlindungan hukum, keselamatan kerja, 

dan tanggung jawab pemerintah. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk 

mengidentifikasi kesenjangan antara norma regulasi dan implementasi di lapangan, khususnya 

terkait beban kerja, supervisi, monitoring wahana, dan perlindungan keselamatan peserta 

internsip(47). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Kedudukan Hukum Dokter Internsip 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter internsip memiliki kedudukan hukum yang 

khas. Dokter internsip bukan mahasiswa pendidikan klinis atau koas, melainkan dokter yang 

telah menyelesaikan pendidikan profesi, mengangkat sumpah dokter, dan mengikuti program 

internsip sebagai bentuk pemahiran, pemandirian, serta penempatan wajib sementara(1,28). 

Dengan demikian, dokter internsip telah memiliki status sebagai tenaga medis, tetapi 

pelaksanaan tugasnya tetap harus berada dalam sistem pendampingan, supervisi, pembinaan, 

dan evaluasi(4). 

Kedudukan ini menimbulkan persoalan ketika dokter internsip dibebani tanggung 

jawab pelayanan yang terlalu besar tanpa pengawasan yang memadai. Dalam kondisi 

tersebut, dokter internsip berisiko diposisikan seperti dokter organik atau tenaga tetap 

fasilitas pelayanan kesehatan(9,10). Padahal, program internsip seharusnya tidak digunakan 

untuk menggantikan kebutuhan tenaga dokter tetap, melainkan sebagai proses pemantapan 

kompetensi profesional dalam lingkungan kerja yang aman dan terukur(48). 

2. Beban Kerja dan Kelelahan Dokter Internsip 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa beban kerja dan jam kerja menjadi persoalan 

penting dalam pelaksanaan internsip dokter. Beberapa laporan publik memperlihatkan 

adanya keluhan mengenai jam kerja panjang, tekanan pelayanan tinggi, waktu istirahat yang 

terbatas, serta beban tugas yang tidak selalu seimbang dengan posisi dokter internsip sebagai 

peserta program pemahiran. 

Kelelahan kerja pada dokter internsip tidak dapat dipandang sebagai persoalan 

individual semata. Kelelahan merupakan masalah struktural yang berkaitan dengan 

pengaturan jadwal, distribusi beban pelayanan, kecukupan tenaga dokter, dan tanggung 

jawab wahana internsip(49,50). Apabila tidak dikendalikan, kelelahan dapat berdampak pada 

kesehatan fisik dan mental dokter internsip, menurunkan konsentrasi klinis, serta 

meningkatkan risiko keselamatan pasien(51). 

3. Lemahnya Sistem Supervisi 

Supervisi merupakan unsur penting dalam program internsip karena dokter internsip 

masih berada dalam proses pemahiran dan pemandirian profesi(52). Penelitian ini 

menemukan bahwa salah satu persoalan utama dalam pelaksanaan internsip adalah belum 
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meratanya kualitas supervisi di setiap wahana. Pada beberapa kondisi, keterbatasan dokter 

pendamping atau beban pelayanan yang tinggi dapat membuat supervisi tidak berjalan secara 

optimal. 

Lemahnya supervisi berpotensi menempatkan dokter internsip dalam situasi kerja yang 

rentan(53,54). Mereka dapat menjalankan pelayanan langsung kepada pasien tanpa arahan, 

pendampingan, atau evaluasi yang memadai(55). Kondisi ini tidak sejalan dengan tujuan 

internsip sebagai program pemantapan kemampuan profesional yang tetap membutuhkan 

pembinaan(56). Oleh karena itu, supervisi tidak boleh hanya dipahami sebagai formalitas 

administratif, tetapi harus dijalankan secara aktif, terjadwal, terdokumentasi, dan dapat 

dievaluasi(57). 

4. Perlindungan Hukum dan Keselamatan Kerja 

Secara normatif, dokter internsip berhak memperoleh perlindungan hukum, 

keselamatan kerja, kesehatan kerja, pendampingan, dan pembinaan selama menjalankan 

program(12). Namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan sejumlah kelemahan. 

Kelemahan tersebut antara lain belum seragamnya pengawasan wahana, belum optimalnya 

monitoring jam kerja, lemahnya sistem pelaporan risiko, serta belum jelasnya mekanisme 

perlindungan apabila dokter internsip mengalami kelelahan berat, tekanan psikologis, atau 

masalah hukum akibat pelayanan(50). 

Perlindungan hukum bagi dokter internsip seharusnya tidak hanya diberikan setelah 

terjadi sengketa atau masalah hukum(58,59). Perlindungan tersebut harus dimulai sejak awal 

melalui pembatasan beban kerja, kejelasan tugas, supervisi efektif, akses pengaduan yang 

aman, serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja(43). Dengan demikian, perlindungan 

hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. 

5. Reformasi Kebijakan Internsip Dokter 

Kebijakan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola internsip, termasuk pembatasan 

jam kerja maksimal 40 jam per minggu dan larangan dokter internsip menggantikan dokter 

organik, menunjukkan adanya pengakuan bahwa persoalan internsip merupakan masalah 

serius dalam pengelolaan sumber daya manusia kesehatan. Kebijakan ini menjadi langkah 

penting untuk memperkuat perlindungan dokter internsip, terutama dalam aspek keselamatan 

kerja, beban kerja, dan kejelasan fungsi pelayanan. 

Namun, reformasi kebijakan tidak cukup hanya berhenti pada perubahan aturan(60). 

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jkpt


Jurnal Kesehatan dan                                                                 
Pengembangan Terbaru                                                 
 

 

8 

Vol 7, No 3, Juli 2026 

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jkpt 

Diperlukan pengawasan yang konsisten, standar supervisi yang jelas, evaluasi berkala 

terhadap wahana internsip, serta mekanisme pelaporan yang melindungi peserta dari tekanan 

atau intimidasi(61). Tanpa implementasi yang kuat, perubahan regulasi berisiko hanya 

menjadi norma administratif yang tidak benar-benar mengubah kondisi di lapangan(54). 

6. Implikasi 

Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan hukum kesehatan dan tata 

kelola internsip dokter di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu memperkuat perlindungan 

hukum dan keselamatan kerja dokter internsip melalui pengaturan yang lebih operasional, 

terutama mengenai jam kerja, supervisi, beban tugas, mekanisme pelaporan, dan evaluasi 

wahana internsip. 

Kedua, fasilitas pelayanan kesehatan sebagai wahana internsip harus memastikan 

bahwa dokter internsip tidak diposisikan sebagai pengganti dokter organik. Internsip harus 

tetap dijalankan sebagai program pemahiran dan pemandirian profesi dokter, bukan sebagai 

cara untuk menutup kekurangan tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan. 

Ketiga, reformasi tata kelola internsip perlu diarahkan pada sistem yang lebih 

manusiawi, aman, dan akuntabel. Perlindungan dokter internsip tidak hanya penting bagi 

peserta program, tetapi juga berhubungan langsung dengan keselamatan pasien, mutu 

pelayanan kesehatan, dan tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya manusia 

kesehatan secara berkeadilan. 

7. Rekomendasi 

Pemerintah perlu mempertegas kedudukan hukum dokter internsip sebagai dokter yang 

telah mengangkat sumpah profesi dan sedang menjalani program pemahiran, pemandirian, 

serta penempatan wajib sementara, bukan sebagai mahasiswa pendidikan klinis maupun 

pengganti dokter organik. Pengawasan terhadap beban kerja dan jam kerja perlu diperkuat 

agar pelaksanaan internsip tetap sesuai dengan prinsip keselamatan kerja dan perlindungan 

peserta. 

Selain itu, sistem supervisi harus dijalankan secara lebih aktif, terjadwal, dan 

terdokumentasi. Dokter internsip juga perlu memiliki mekanisme pelaporan yang aman, 

independen, dan bebas intimidasi apabila mengalami kelelahan, tekanan psikologis, 

kurangnya pendampingan, atau risiko keselamatan kerja. Pemerintah dan wahana internsip 

perlu menyediakan dukungan kesehatan mental serta perlindungan keselamatan kerja yang 
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memadai, disertai evaluasi berkala terhadap kelayakan wahana internsip. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Program internsip dokter di Indonesia masih menghadapi persoalan dalam aspek 

perlindungan hukum, keselamatan kerja, supervisi, dan tata kelola pelaksanaan di wahana 

pelayanan kesehatan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan menempatkan internsip sebagai program wajib bagi tenaga medis yang telah 

mengangkat sumpah profesi, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 menjadi 

aturan pelaksana dari UU Kesehatan tersebut. Pengaturan terbaru melalui Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 juga menempatkan internsip dalam kerangka pengelolaan 

sumber daya manusia kesehatan, menggantikan pengaturan sebelumnya dalam Permenkes 

Nomor 7 Tahun 2022 yang telah dicabut.  

Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan kesenjangan antara 

norma dan praktik, terutama terkait beban kerja, jam kerja, supervisi, monitoring wahana, serta 

perlindungan ketika dokter internsip mengalami kelelahan, tekanan psikologis, atau risiko 

hukum dalam pelayanan. Dokter internsip bukan peserta pendidikan klinis dan bukan pula 

pengganti dokter organik, melainkan dokter yang sedang menjalani proses pemahiran, 

pemandirian, dan penempatan wajib sementara. 

Oleh karena itu, reformasi tata kelola internsip perlu dilakukan secara komprehensif 

melalui penguatan regulasi operasional, pembatasan jam kerja, supervisi aktif, mekanisme 

pelaporan yang aman, dukungan kesehatan mental, dan evaluasi berkala terhadap wahana 

internsip. Pemerintah, penyelenggara program, dan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki 

tanggung jawab untuk memastikan program internsip berjalan sesuai prinsip perlindungan 

hukum, keselamatan kerja, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat dokter sebagai 

tenaga medis.  
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